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Semburan lumpur Sidoarjo menimbulkan kerugian yang luar biasa karena dampak lumpur Sidoarjo, sehingga banyak bangunan rumah warga tenggelam dan hanyut. Selain itu, mereka juga menderita penyakit, kehilangan pendidikan, pekerjaan, usaha/bisnis, harta benda, surat berharga, dan lain sebagainya. Untuk penyelesaian dampak tersebut, PT. Lapindo Brantas bertanggung jawab dengan menawarkan opsi skema yaitu Cash and Carry dan Cash and Resettlement. Korban Cash and Resettlement mendapat rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village sejak tahun 2009, akan tetapi hingga saat ini banyak rumah yang belum diberikan sertifikat. Korban Lumpur Sidoarjo belum menerima sertifikat, artinya pendaftaran tanahnya tidak berjalan baik.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasuistik (case approach). Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk pada dokumen-dokumen terkait yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumenter (library research), melakukan studi pustaka, serta menggunakan teknik pendukung diantaranya pencarian berita-berita dari internet, wawancara, pengamatan, dan pendekatan kepada warga. Bahan hukum diolah dengan cara editing, coding, reconstructing, dan systematizing. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan menggunakan content analysis dan penalaran deduktif-induktif.
Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo belum sepenuhnya terealisasi, karena banyak warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village belum menandatangani Akta Jual – Beli dan belum menerima sertifikat. Pembayaran harga tanah dan bangunan rumah baru bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village harus segera dilakukan, sehingga pelaksanaan Akta Jual – Beli direalisasikan. Pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village mengalami kendala-kendala, diantaranya Izin Lokasi baru diterbitkan, banyak tanah gogol yang masih harus dilakukan pelepasan hak, tanah Hak Guna Bangunan baru diberikan kepada PT. Mutiara Masyhur Sejahtera, dimungkinkan ada tanah-tanah Perumahan Kahuripan Nirwana Village yang belum mempunyai sertifikat induk, dan pembayaran harga tanah dan bangunan rumah belum dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya. PT. Mutiara Masyhur Sejahtera harus segera menguasai tanah-tanah tersebut agar pelaksanaan pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo dapat segera dilakukan.

Kata kunci: pendaftaran tanah, ganti kerugian.

Abstract
Sidoarjo mudflow caused tremendous losses due to the impact of the Sidoarjo mud, so many buildings to sink and float homes. In addition, they also suffer from the disease, loss of education, employment, business, property, securities, and so forth. For the completion of these impacts, PT. Lapindo Brantas responsible by offering the option scheme that is Cash and Carry Cash and Resettlement. Cash and Resettlement victim got new home in Kahuripan Nirwana Village Housing since 2009, but until now many homes that have not been granted a certificate. Sidoarjo Mud Victims have not received a certificate because the registration was not going well .
This research is normative (doctrinal) that using the approach of law (statute approach), the approach of the concept (conceptual approach), and case approach. The sources of legal materials derived from legislation relating to, including the related documents were collected using documentary techniques (library research), to study literature, and using techniques such support search of the internet news, interviews, observations, and approach to the citizens. Legal materials processed by the editing, coding, reconstructing, and systematizing. Further legal materials are analyzed using content analysis and deductive - inductive reasoning .
Cash and Resettlement scheme realization agreement PT . Lapindo Brantas to the residents of ex - mud victims Sidoarjo has not been fully realized, because some residents of ex - mud victims Sidoarjo in Kahuripan Nirwana Village Housing has not signed the Deed and have not received the certificate. Paying the price of land and building a new home for residents of ex - mud victims Sidoarjo in Kahuripan Nirwana Village Housing should be done immediately, so that the execution of the Deed realized. Registration of land for residents of ex - mud victims Sidoarjo in Kahuripan Nirwana Village Housing experiencing constraints, including the new location license issued, broking new land given to PT . Mutiara Masyhur Sejahtera, and it is possible there are lands Kahuripan Nirvana Village Housing parent who does not have a certificate, and payment of the price of land and buildings have not been done by PT. Minarak Lapindo Jaya. PT. Mutiara Masyhur Sejahtera should immediately take control of the land for the implementation of land registration for the residents of ex - mud victims Sidoarjo can be done.









Mengingat kasus semburan lumpur Sidoarjo pada 29 Mei 2006 yang disebabkan oleh PT. Lapindo Brantas, mengakibatkan banyak bangunan rumah warga diantaranya warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera, warga desa setempat, dan perusahaan-perusahaan tenggelam dan hanyut. Tidak hanya hanyutnya bangunan rumah dan perusahaan, mereka juga menderita penyakit, kehilangan pendidikan, pekerjaan, usaha/bisnis, harta benda, surat berharga, dan lain sebagainya. Masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo ini disebut sebagai korban lumpur Sidoarjo karena mereka menerima kerugian yang luar biasa.
Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang mana ketentuan Pasal 15 ayat (1) –nya menyatakan PT. Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, PT. Lapindo Brantas diwajibkan mengganti kerugian yang timbul akibat semburan dan luapan lumpur Sidoarjo, akan tetapi ketentuan di dalamnya tidak didasarkan pada konstruksi pemenuhan ganti kerugian. Hal tersebut terbukti pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa PT. Lapindo Brantas “membeli” tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo. Kata yang digunakan dalam ketentuan pasal tersebut mempunyai makna yang berbeda dengan keharusan untuk mengganti kerugian. Hal yang semacam ini merupakan penyelundupan hukum sehingga kepastian hukum bagi korban lumpur Sidoarjo untuk mendapat ganti kerugian menjadi kabur.
Terhadap pelaksanaan pembayaran yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo tersebut dilakukan dengan 2 (dua) skema yang dikenal dengan Cash and Carry dan Cash and Resettlement, yang mana pengurusannya diserahkan kepada anak perusahaan Bakrie Land yaitu PT. Minarak Lapindo Jaya. Cash and Carry adalah skema pembayaran berupa sejumlah uang yang setara dengan pembelian tanah dan bangunan rumah yang hanyut akan lumpur Sidoarjo, sedangkan Cash and Resettlement, pembayaran sebesar 20 % (dua puluh persen) berupa sejumlah uang dan sisanya digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan rumah yang ditawarkan yakni Perumahan Kahuripan Nirwana Village yang terletak di Desa Cemengkalang, Sumput, Jati, dan Entalsewu Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
Korban lumpur Sidoarjo baik yang memilih skema Cash and Carry maupun Cash and Resettlement telah menerima sejumlah uang sebesar 20 % (dua puluh persen) –nya. Terhadap sisa pembayaran sebesar 80 % (delapan puluh persen) bagi korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Carry dilakukan secara bertahap, sedangkan korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement dibayarkan dalam bentuk rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Perumahan Kahuripan Nirwana Village adalah perumahan yang khusus dibangunkan untuk korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement. Pembangunan rumah-rumah baru ini dilakukan oleh anak perusahaan lain Bakrie Land yakni PT. Mutiara Masyhur Sejahtera.
Pada tahun 2008, korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement diperkenankan memilih tanah kavling sesuai dengan sisa pembayaran sebesar 80 % (delapan puluh persen), dan sebagai bukti pilih tanah kavlingnya diberikan Surat Tanda Terima yang menunjukkan bahwa sebidang tanah yang dimaksud akan dibangunkan rumah untuk dan atas nama korban lumpur Sidoarjo yang bersangkutan. Pada kenyataannya, pembangunan rumah-rumah baru bagi para korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement telah selesai, akan tetapi hingga saat ini masih banyak warga belum menerima sertifikat. Warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum menerima sertifikat ini menempati rumah dengan tanpa sertifikat, padahal rumah warga telah dibayar lunas, akan tetapi tetap saja hingga kini sertifikat belum juga diberikan.
Hal tersebut mengakibatkan warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum menerima sertifikat terus melakukan aksi penuntutan seperti demonstrasi, menutup jalan dan pintu masuk perumahan, mendatangi kantor PT. Mutiara Masyhur Sejahtera, PT. Minarak Lapindo Jaya, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, hingga Bupati Sidoarjo Saiful Ilah untuk meminta kejelasan mengenai kapan sertifikat warga akan diberikan.
Faktanya banyak sertifikat rumah warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum diberikan. Sertifikat-sertifikat tersebut belum diketahui kapan akan diberikan. Belum diterimanya sertifikat menjadikan kepastian hukum bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan rumahnya menjadi kurang kuat karena sertifikat itu yang merupakan bukti tanda hak dan/atau sebagai alat bukti yang kuat untuk memperoleh perlindungan hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari. Warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum menerima sertifikat menjadi resah, tidak aman dan nyaman tinggal di rumah tanpa sertifikat, karena mereka mengkhawatirkan akan terjadi permasalahan yang lebih serius seperti pengalihan hak atas tanah atau mungkin  pengakuan kepemilikan hak oleh pihak lain.




Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasuistik (case approach). Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, termasuk pada dokumen-dokumen terkait yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumenter (library research), melakukan studi pustaka, serta menggunakan teknik pendukung diantaranya pencarian berita-berita dari internet dan pendekatan kepada warga. Bahan hukum diolah dengan cara editing, coding, reconstructing, dan systematizing. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dengan menggunakan content analysis dan penalaran deduktif-induktif.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
1.	Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
	Pemerintah membagi 2 (dua) pola penanganan yaitu untuk daerah yang masuk dalam PAT yang menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas dan di luar PAT menjadi tanggung jawab Pemerintah. Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang mana ketentuan Pasal 15 ayat (1) –nya menyatakan PT. Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan Pemerintah. PT. Lapindo Brantas melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) –nya yaitu dengan skema 20 % (dua puluh persen) dan 80 % (delapan puluh persen).


2.	Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Minarak Lapindo Jaya dengan PT. Lapindo Brantas tertanggal 21 Maret 2007 Nomor: AGR-041/LGL/2007
	Berdasarkan Surat Kesepakatan ini, PT. Lapindo Brantas menyerahkan penanganan pembelian tanah dan bangunan korban lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak kepada PT. Minarak Lapindo Jaya. 
3.	Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan Antara Korban Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak Dengan PT. Minarak Lapindo Jaya
	Pada saat dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan dalam Peta Area Terdampak, PT. Minarak Lapindo Jaya terlebih dahulu telah menetapkan harga beli tanah dan bangunan dalam Peta Area Terdampak, sebagai berikut:
a.	Tanah: Rp 1.000.000,00 permeter persegi; dan
b.	Bangunan: Rp 1.500.000,00 permeter persegi.
	Harga tanah dan bangunan dalam Peta Area Terdampak dilakukan pembayaran sebesar 20 % (dua puluh persen) di muka.
4.	Perjanjian Antara PT. Minarak Lapindo Jaya dengan PT. Mutiara Masyhur Sejahtera
	Berdasarkan surat kesepakatan/perjanjian tersebut, PT. Mutiara Masyhur Sejahtera diwajibkan untuk menyediakan rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village bagi korban lumpur Sidoarjo dan pembayaran harga tanah dan bangunan rumah baru tersebut dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dengan cara pengalihan Hak Tagih.
5.	Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan Antara PT. Mutiara Masyhur Sejahtera Dengan Warga Perumahan Kahuripan Nirwana Village
	PT. Mutiara Masyhur Sejahtera mengadakan ikatan awal dengan korban Lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement terkait jual-beli tanah dan bangunan rumah baru. Pembayaran harga tanah dan bangunan rumah baru dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dengan cara pengalihan Hak Tagih. Pembangunan dilakukan oleh PT. Mutiara Masyhur Sejahtera segera setelah penandatanganan Perjanjian Pengikatan tersebut dan akan selesai dalam 6 (enam) bulan. Akta Jual – Beli disepakati akan dilakukan setelah semua syarat terpenuhi, dan sertifikat akan diserahkan dalam 12 (dua belas) bulan setelah Akta Jual – Beli.
6.	Realisasi Akta Jual – Beli Tanah dan Bangunan Rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village
	Setelah semua syarat untuk AJB telah terpenuhi, maka dilakukan penandatangan AJB di hadapan PPAT Sidoarjo. Faktanya hingga kini terdapat 626 (enam ratus dua puluh enam) dari 1.100 (seribu seratus) warga yang telah Akta Jual – Beli.
7.	Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Atas Nama Warga Perumahan Kahuripan Nirwana Village
	Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan rumah baru, tanah-tanah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village telah berstatus Hak Guna Bangunan atas nama PT. Mutiara Masyhur Sejahtera, sehingga selanjutnya dapat segera dilakukan balik nama kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo.
8.	Pendaftaran Tanah Untuk Perumahan Kahuripan Nirwana Village
	Pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo harus dilakukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah. Hingga kini, terdapat 592 (lima ratus sembilan puluh dua) warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang telah menerima sertifikat dan 508 (lima ratus delapan) warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum menerima sertifikat.
9.	Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 214/9-35.15/IV/2012 Tanggal 10 April 2012
	Izin Lokasi didapatkan pada tahun 2008 atas tanah seluas ± 750.000 m2, dan selanjutnya tahun 2010 atas tanah seluas ± 270.000 m2. Pada tahun 2012, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menyetujui tanah seluas ± 700.000 m2 (HGB 94.387 m2 dan gogol ± 605.613 m2) untuk pembangunan Perumahan Kahuripan Nirwana Village dengan rincian 60 % (enam puluh persen) untuk bangunan efektif dan 40 % (empat puluh persen) untuk fasos-fasum. 
10.	Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 97/HGB/BPN-35.15/2014 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Mutiara Masyhur Sejahtera, Berkedudukan Di Sidoarjo, Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo




1.	Perjanjian Realisasi Skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas Kepada Warga Eks-korban Lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village
	Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement oleh PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village terdiri dari beberapa perjanjian yang diadakan yaitu antara PT. Lapindo Brantas melalui PT. Minarak Lapindo Jaya dengan korban lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak terkait pembelian tanah dan bangunan yang hanyut oleh lumpur Sidoarjo, antara PT. Mutiara Masyhur Sejahtera dengan korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement terkait pembelian rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, dan antara PT. Minarak Lapindo Jaya dengan PT. Mutiara Masyhur Sejahtera terkait pembayaran harga rumah baru bagi korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement dengan cara pengalihan Hak Tagih.
	Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village seharusnya sampai pada telah dialihkannya hak atas tanah dan bangunan rumah kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo, artinya sampai pada penandatanganan Akta Jual- Beli. Akta Jual- Beli merupakan syarat dalam transaksi jual-beli tanah. Dengan ditandatangani Akta Jual- Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka tanah sebagai objek jual-beli dapat dialihkan (balik nama) dari PT. Mutiara Masyhur Sejahtera kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo melalui prosedur pendaftaran pemindahan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.
	Pembangunan rumah baru bagi seluruh korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement memang telah selesai dengan segera sesuai janji dan telah diserahkan kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang bersangkutan. Warga eks-korban lumpur Sidoarjo telah menempati rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village beberapa tahun ini.
Dari total 1100 (seribu seratus) rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village, sebanyak 508 (lima ratus delapan) sertifikat yang belum diberikan dan sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) sertifikat yang telah diberikan, artinya banyak rumah warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village belum bersertifikat. Namun, sebanyak 34 warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang telah menandatangani Akta Jual – Beli ini berpotensi untuk segera menerima sertifikat. Bila dihitung dari realisasi penandatanganan Akta Jual – Beli, terdapat 474 (empat ratus tujuh puluh empat) dari 1100 (seribu seratus) rumah yang masih pengikatan, artinya banyak warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village belum menandatangani Akta Jual – Beli.
Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak warga eks-korban lumpur Sidoarjo belum menerima sertifikat bahkan belum menandatangani Akta Jual – Beli. Belum diterimanya sertifikat warga eks-korban lumpur Sidoarjo dikarenakan belum dilakukannya pendaftaran pemindahan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Belum didaftarkannya pemindahan hak tersebut dikarenakan Akta Jual – Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) belum direalisasikan. Belum direalisasikannya Akta Jual – Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikarenakan syarat-syarat untuk itu belum terpenuhi. 
Banyaknya warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum menandatangani Akta Jual – Beli disinyalir karena pengalihan Hak Tagih terhadap PT. Minarak Lapindo Jaya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan belum dapat dilaksanakan. PT. Mutiara Masyhur Sejahtera sejauh ini hanya mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan dengan warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang memuat kesepakatan bersama PT. Minarak Lapindo Jaya untuk akan melaksanakan jual-beli.
Sebenarnya Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan bukan merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam transaksi jual-beli tanah, karena itu hanya sekedar ikatan awal antara penjual dan pembeli yang bersifat dibawah tangan. Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan yang diadakan hanya sebatas agar PT. Mutiara Masyhur Sejahtera dapat meyakinkan kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo bahwa sungguh-sungguh mengikatkan diri dalam jual-beli rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan tersebut tidak dapat mengalihkan hak atas tanah dan bangunan rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village dari PT. Mutiara Masyhur Sejahtera kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo karena Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan merupakan perjanjian obligatoir, yang mana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain dan belum mengakibatkan beralihnya hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan justru menambah rumitnya transaksi jual-beli tanah, bahkan mengeluarkan biaya lebih banyak yang harus dikeluarkan para pihak.
Bilamana Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan rumah baru bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo itu dianggap perlu, maka seharusnya dibuat di hadapan Notaris dan mencantumkan klausula pemberian/pelimpahan kuasa dari PT. Mutiara Masyhur Sejahtera kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo. (Lihat pada halaman Lampiran) Dengan adanya pemberian/pelimpahan kuasa tersebut, Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan dapat memudahkan para pihak untuk meneruskan ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian/pelimpahan kuasa tersebut dapat memberi hak leluasa untuk warga eks-korban lumpur Sidoarjo dapat bertindak apapun. Dengan begitu, untuk pembuatan Akta Jual – Beli sekalipun, PT. Mutiara Masyhur Sejahtera tidak harus datang bersama warga eks-korban lumpur Sidoarjo ke hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), tetapi cukup warga eks-korban lumpur Sidoarjo. Dengan pemberian/pelimpahan kuasa tersebut, warga eks-korban lumpur Sidoarjo dapat bertindak atas namanya sendiri sekaligus bertindak atas nama PT. Mutiara Masyhur Sejahtera. Hal tersebut justru tidak dilakukan oleh PT. Mutiara Masyhur Sejahtera karena berdasarkan perjanjian/kesepakatan bersama antara PT. Minarak Lapindo Jaya dengan PT. Mutiara Masyhur Sejahtera, pembayaran harga tanah dan bangunan rumah baru bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo harus dilakukan terlebih dahulu sebelum Akta Jual - Beli.
Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan seharusnya segera diikuti oleh perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan) yaitu Akta Jual – Beli, akan tetapi pembuatan Akta Jual – Beli itu sendiri berjalan lambat. Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan diadakan karena memang PT. Mutiara Masyhur Sejahtera belum dapat membuat Akta Jual – Beli karena syarat-syarat untuk itu belum dipenuhi.
Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo dapat dikatakan selesai apabila sampai pada dialihkannya hak atas tanah dan bangunan rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo yaitu melalui Akta Jual - Beli. Akta Jual – Beli merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan menjadi syarat dalam jual-beli hak atas tanah untuk dapat dilakukan pendaftaran pemindahan haknya. Banyaknya warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum dibuatkan Akta Jual – Beli menunjukkan bahwa PT. Minarak Lapindo Jaya belum memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pembayaran terhadap rumah baru bagi seluruh warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan, untuk dapat mengalihkan hak atas tanah dan bangunan rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo, maka sebelumnya harus telah dilakukan pembayaran harga tanah dan bangunan rumah oleh PT. Minarak Lapindo Jaya sebagai juru bayar yang ditunjuk PT. Lapindo Brantas dan pembayaran-pembayaran lain, sehingga kemudian dapat dibuatkan Akta Jual – Beli. Dengan telah dibuatnya Akta Jual - Beli oleh PPAT, maka tanah dan bangunan rumah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village sebagai objek perjanjian dapat dialihkan (balik nama) dari PT. Mutiara Masyhur Sejahtera kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo yaitu melalui prosedur pendaftaran pemindahan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Pendaftaran pemindahan hak tersebut dilakukan untuk dapat diperoleh sertifikat yang menunjukkan tanda bukti hak atas tanah dan bangunan rumah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village.

2.	Kendala Pendaftaran Tanah Bagi Warga Eks-korban Lumpur Sidoarjo yang Memilih Skema Cash and Resettlement di Perumahan Kahuripan Nirwana Village
Pendaftaran pemindahan hak atas tanah dan bangunan rumah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo merupakan tugas dan kewajiban PT. Mutiara Masyhur Sejahtera selaku pemilik, pengelola, dan/atau penjual. Perumahan Kahuripan Nirwana Village memiliki bidang tanah yang cukup luas, sehingga prosedur pendaftaran tanah dan/atau pendaftaran pemindahan haknya membutuhkan waktu relatif lama dan biaya yang relatif banyak. Pada akhir-akhir ini sering terjadi aksi-aksi penuntutan warga eks-korban lumpur Sidoarjo terhadap sertifikat rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Warga eks-korban lumpur Sidoarjo sudah menempati rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village sejak tahun 2009, akan tetapi hingga saat ini masih banyak rumah warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum menerima sertifikat. Sertifikat itu sendiri merupakan hasil/produk dari kegiatan pendaftaran tanah. Bila masih banyak warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang belum menerima sertifikat, artinya bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo terkendala. Kendala-kendala pendaftaran tanah tersebut diantaranya:
a.	Izin Lokasi
PT. Mutiara Masyhur Sejahtera telah mendapat Izin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Kahuripan Nirwana Village pada tahun 2008 dan tahun 2010. Seharusnya seluruh Izin Lokasi untuk pembangunan rumah baru bagi korban lumpur Sidoarjo ini terbit tahun 2008 atau sebelumnya. Penerbitan Izin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Kahuripan Nirwana Village dinilai lambat, sehingga ganti kerugian PT. Lapindo Brantas kepada korban lumpur Sidoarjo tidak dapat segera dilaksanakan. Bilamana PT. Mutiara Masyhur Sejahtera belum menerima Izin Lokasi, maka tanah-tanah di Perumahan Kahuripan Nirwana Village tidak dapat segera dilakukan pembangunan maupun pendaftaran tanahnya.
b.	Tanah-tanah gogol
Setelah PT. Mutiara Masyhur Sejahtera menerima Izin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Kahuripan Nirwana Village, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo melakukan pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi. Dari pertimbangan teknis yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, luas terakhir tanah-tanah yang telah dikuasai oleh PT. Mutiara Masyhur Sejahtera adalah ± 700.000 m2 yang terdiri dari tanah Hak Guna Bangunan seluas 94.387 m2 dan tanah gogol seluas ± 605.613 m2. Banyaknya luas tanah gogol yang telah dikuasai, PT. Mutiara Masyhur Sejahtera harus melakukan pelepasan hak terlebih dahulu dengan memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah.
Risalah pertimbangan teknis itu sendiri baru terbit pada 2012, sehingga pelepasan hak atas tanah gogol tersebut baru dapat dilakukan setelahnya. Untuk mendapatkan tanah-tanah tersebut diperlukan waktu yang relatif lama karena tanah-tanah tersebut harus dilepaskan terlebih dahulu, barulah PT. Mutiara Masyhur Sejahtera dapat mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
c.	Pemberian Hak Guna Bangunan
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 97/HGB/BPN-35.15/2014 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama PT. Mutiara Masyhur Sejahtera, Berkedudukan Di Sidoarjo, Atas Sebidang Tanah Yang Terletak Di Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo telah melepaskan tanah-tanah sebagian Hak sebagian Hak Pakai bekas Gogol Tidak Tetap (belum SK) yang terletak di desa Sumput dan kemudian menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Setelah dilakukan pelepasan hak atas bidang-bidang tanah di desa Sumput, selanjutnya atas permohonan PT. Mutiara Masyhur Sejahtera bidang-bidang tanah tersebut diberikan dengan status Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, yang mana telah dipergunakan untuk pembangunan perumahan relokasi korban lumpur Sidoarjo yaitu Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Setelah menerima pemberian Hak Guna Bangunan, PT. Mutiara Masyhur Sejahtera mendaftarkan pemberian haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan tanda bukti haknya. Setelah sertifikat induk selesai, barulah dapat dilakukan pemecahan atas bidang-bidang tanah dan selanjutnya balik nama kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo. Untuk melakukan semua proses pendaftaran tanah tersebut butuh waktu yang relatif lama.
Perumahan Kahuripan Nirwana Village terdiri dari 4 (empat desa) diantaranya desa Cemengkalang, Jati, Sumput, dan Entalsewu. Dari Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, dapat diketahui bahwa Perumahan Kahuripan Nirwana Village terdiri dari bidang-bidang tanah Hak Guna Bangunan dan bidang-bidang tanah gogol. Bidang-bidang tanah gogol terebut harus dilepaskan haknya terlebih dahulu sehingga PT. Mutiara Masyhur Sejahtera dapat mengajukan permohonan pemberian Hak Guna Bangunan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo. Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan desa Sumput di Perumahan Kahuripan Nirwana Village baru diberikan pada 18 Maret 2014, sehingga sertifikat induk di desa Sumput baru akan diterbitkan. Hal tersebut mengakibatkan proses pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo yang terletak di desa Sumput Perumahan Kahuripan Nirwana Village baru dapat dilakukan. Bilamana Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan desa Sumput di Perumahan Kahuripan Nirwana Village baru diberikan, dimungkinkan masih ada tanah-tanah desa lain yang belum dilakukan pelepasan hak dan/atau diberikan Hak Guna Bangunannya. Hal tersebut mengakibatkan pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo menjadi terkendala.
d.	Sertifikat Induk
Salah satu sertifikat induk desa Sumput Perumahan Kahuripan Nirwana Village baru diterbitkan pada 7 April 2014 yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1890. Baru diterbitkannya sertifikat induk desa Sumput dikarenakan Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan baru diberikan pada 18 Maret 2014. Apabila sertifikat induk desa Sumput baru diberikan, maka pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo baru dapat dilakukan karena pada dasarnya tanah-tanah di komplek perumahan haruslah bersertifikat induk terlebih dahulu. Setelah sertifikat induk diperoleh, maka baru dapat dilakukan pemecahan untuk dialihkan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, untuk melakukan peralihan hak atas tanah terlebih dahulu dilakukan pemecahan sertifikat dibuat atas nama sendiri, selanjutnya dibuat Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa setelah diperolehnya sertifikat induk, maka selanjutnya akan dibuat sertifikat atas nama PT. Mutiara Masyhur Sejahtera terlebih dahulu, barulah dapat dilakukan jual-beli melalui Akta Jual – Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta Jual – Beli tersebut menjadi syarat pendaftaran pemindahan hak (balik nama) atas nama warga eks-korban lumpur Sidoarjo. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo juga terkendala karena sertifikat induk baru terbit, sehingga masih butuh waktu yang relatif lama untuk dilakukan pendaftaran tanah dan diperolehnya sertifikat atas nama warga eks-korban lumpur Sidoarjo.
e.	Pembayaran harga tanah dan bangunan rumah
Selama PT. Mutiara Masyhur Sejahtera menunggu pelunasan harga tanah dan bangunan bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo, PT. Mutiara Masyhur Sejahtera mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan untuk disetujui dan ditandatangani oleh warga eks-korban lumpur Sidoarjo pada saat pemilihan tanah kavling. Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan tersebut dibuat dibawah tangan oleh legal PT. Mutiara Masyhur Sejahtera. Selain itu, Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan tersebut tidak mencantumkan klausula pemberian/pelimpahan kuasa kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo. Klausula pemberian/pelimpahan kuasa dari PT. Mutiara Masyhur Sejahtera kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo sebenarnya dapat memudahkan dalam pembuatan Akta Jual – Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kalusula mengenai janji PT. Mutiara Masyhur Sejahtera mengadakan Akta Jual – Beli dalam Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan juga tidak diatur secara jelas kapan Akta Jual – Beli akan dilaksanakan. Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan tersebut dibuat dibawah tangan, tanpa mencantumkan klausula pemberian/pelimpahan kuasa kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo, dan tanpa ketepatan waktu akan Akta Jual – Beli dikarenakan PT. Mutiara Masyhur Sejahtera mensyaratkan PT. Minarak Lapindo Jaya untuk membayar harga tanah dan bangunan terlebih dahulu.
Dari ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pengikatan Jual – Beli Tanah dan Bangunan rumah baru, dapat diketahui bahwa untuk merealisasikan Akta Jual – Beli, PT. Minarak Lapindo Jaya harus terlebih dahulu melakukan pembayaran harga tanah dan bangunan dan tentu dibuktikan dengan bukti pembayaran/kwitansi yang kemudian harus ditunjukkan pada saat realisasi Akta Jual – Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Untuk membayar seluruh harga tanah dan bangunan rumah baru bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo, tentu saja PT. Minarak Lapindo Jaya membutuhkan banyak dana.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 83/PUU-XI/2013 atas permohonan uji materill Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, yang dibacakan pada tanggal 26 Maret 2014, dapat diketahui bahwa PT. Lapindo Brantas melalui PT. Minarak Lapindo Jaya belum melunasi seluruh sisa pembayaran harga tanah dan bangunan korban lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak. Para pemohon dalam uji materiil ini adalah warga dan pengusaha yang merupakan korban lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak, yang bangunan rumah dan tempat usahanya hanyut oleh lumpur Sidoarjo. Permohonan uji materiil ini didasarkan karena hingga saat itu PT. Minarak Lapindo Jaya belum juga melunasi harga tanah dan bangunan mereka dalam Peta Area Terdampak. Walaupun para pemohon bukanlah korban lumpur Sidoarjo yang memilih skema Cash and Resettlement, akan tetapi dari alas dasar permohonan uji materiil ini dapat diketahui bahwa PT. Minarak Lapindo Jaya sedang megalami kesulitan dana untuk dapat melunasi sisa pembayaran korban lumpur Sidoarjo, termasuk terhadap sisa pembayaran warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village belum menandatangani Akta Jual – Beli dikarenakan PT. Minarak Lapindo Jaya belum sepenuhnya melunasi sisa pembayaran harga tanah dan bangunan dalam Peta Area Terdampak yang digunakan untuk membayar harga tanah dan bangunan rumah baru di Perumahan Kahuripan Nirwana Village.
Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, PT. Lapindo Brantas melalui PT. Minarak Lapindo Jaya akan melakukan pelunasan sisa pembayaran 80 % (delapan puluh persen) paling lambat sebulan sebelum masa kontrak rumah 2 (dua) tahun habis yaitu akhir tahun 2009, akan tetapi hingga saat ini belum semua warga eks-korban Lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village sudah menandatangani Akta Jual – Beli, artinya bahwa PT. Minarak Lapindo Jaya belum sepenuhnya membayarkan sisa pembayaran 80 % (delapan puluh persen).
PT. Minarak Lapindo Jaya telah melampaui janjinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Tidak tepatnya waktu pelunasan sisa pembayaran 80 % (delapan puluh persen) yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Mutiara Masyhur Sejahtera atas rumah baru, artinya PT. Lapindo Brantas melalui PT. Minarak Lapindo Jaya telah wanprestasi.
Izin Lokasi untuk pembangunan komplek Perumahan Kahuripan Nirwana Village bagi korban lumpur Sidoarjo baru diberikan pada tahun 2008 dan tahun 2010. Hal tersebut mengakibatkan lambatnya PT. Mutiara Masyhur Sejahtera untuk dapat melakukan pelepasan hak atas tanah-tanah gogol yang ada. Seharusnya Izin Lokasi untuk pembangunan Perumahan Kahuripan Nirwana Village ini terbit pada awal rencana pembangunan yaitu pada awal tahun 2008, sehingga pelepasan hak atas tanah-tanah gogol dapat segera dilakukan. Pemberian Hak Guna Bangunan, sertifikat induk, pemecahan, serta pembayaran harga tanah dan bangunan rumah baru Perumahan Kahuripan Nirwana Village juga seharusnya sudah dilakukan pada tahun 2008 atau paling lambat pada tahun 2009, karena janji PT. Lapindo Brantas melalui PT. Minarak Lapindo Jaya dan PT. Mutiara Masyhur Sejahtera terhadap pemenuhan ganti rugi korban lumpur Sidoarjo adalah paling lambat akhir tahun 2009.









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Peneliti membuat simpulan sebagai berikut: 
1.	Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo dilaksanakan oleh PT. Mutiara Masyhur Sejahtera selaku Pengembang/Developer yang menyediakan rumah baru, yang mana pembayarannya dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya dengan cara pengalihan Hak Tagih. Perjanjian realisasi skema Cash and Resettlement PT. Lapindo Brantas kepada warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak warga eks-korban lumpur Sidoarjo belum menerima sertifikat bahkan belum menandatangani Akta Jual – Beli.




Atas dasar penelitian yang dilakukan, Peneliti ingin menyampaikan beberapa saran antara lain: 
1.	Pembayaran harga tanah dan bangunan rumah baru bagi warga eks-korban lumpur Sidoarjo di Perumahan Kahuripan Nirwana Village harus segera dilakukan, sehingga pelaksanaan Akta Jual – Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dapat direalisasikan.
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